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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 
PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR 
 




Since its discovery by the United States Department of Defense in 1969, internet usage continues to 
increase throughout the world. This occurs because the internet provides convenience to the public to 
obtain information that is needed and covers all fields of life. However, it also creates a new problem, 
namely the emergence of online gambling crime. Based on online gambling practices, the process of 
disclosure and enforcement by law enforcers against perpetrators was also relatively difficult to do 
either in the process of inspection, investigation and prosecution. Therefore, deeply further study is 
needed concerning online gambling from the legal point of view. This paper discusses the mode of 
operation of online gambling, and the deposit system in cash or transfer. Obstacles that occur in the 
process of law enforcement will also be analyzed from four aspects, namely investigators, evidence, 
operational budgets and facilities. In addition, the scope of this study is a case in Makassar city. 
 





Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara 
hukum (rechtstaat). Maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya dan setiap 
orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Kemajuan teknologi dan 
komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang 
bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan 
teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut 
internet. Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru bagi umat manusia. Internet telah 
mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam 
kehidupan masyarakat. Internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. 
Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat 
dilakukan didunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana 
perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan didunia virtual dengan menggunakan komputer itu disebut 
“kejahatan komputer” atau “cybercrime”. Judhariksawan berpendapat bahwa cybercrime adalah kegiatan 
yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik 
yakni dial up system, menggunakan jalur telepon, atau wireless system, yakni menggunakan antena khusus 
seperti nirkabel. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum. Salah satunya yang sedang marak 
di lingkungan masyarakat adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal 
dengan judi online. 
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pelaku. Hal serupa dialami oleh penyidik reskrimsus polrestabes kota makassar dimana 
sangat kesulitan menangani kasus perjudian Online terkait aspek alat bukti karena 
terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun 
beda halnya ketika pelaku perjudian Online tertangkap tangan dalam melakukan aksi 
kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian. 
Menurut Aiptu Riski Ospiah (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2019) bahwa bagian reserse 
kriminal khusus polrestabes Makassar, mengatakan bahwa: 
“Sulitnya memberantas perjudian Online ini dikarenakan sulitnya untuk 
mendapatkan alat bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam 
memberikan informasi terkait kejahatan perjudian Online di Makassar. Pihak 
Polrestabes sendiri dalam hal ini diwakili oleh unit Reserse Kriminal selalu 
melakukan rutinitas razia dan pemantauan terhadap tempat-tempat yang 
diduga atau berpotensi terjadinya suatu tindakan pidana perjudian Online ini. 
Pernah dilakukan sebuah razia di sebuah warung internet, hal ini menanggapi 
laporan masyarakat terkait terjadinya perjudian Online di warung internet 
tersebut, tetapi ketika pihak polisi datang, tidak didapatkan barang bukti 
satupun, hal ini menurutnya terjadi karena mudahnya para tersangka kejahatan 
perjudian Online menghilangkan barang bukti. Hal lain yang juga menghambat 
dalam memberantas perjudian Online ini adalah mudahnya para pelaku 
kejahatan mendapatkan akses internet sehingga kejahatan ini dapat 
dilaksanakan kapan dan dimana saja”. 
 
c) Aspek Anggaran Operasional 
Hambatan yang sangat krusial adalah terbatasnya dana anggaran operasional, Jumlah 
anggaran yang kurang menjadi penyebab faktor yang sangat besar dalam pengungkapan 
kasus kejahatan perjudian Online, dengan keterbatasan anggaran maka akan berdampak 
langsung pada peralatan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk pengungkapan 
kasus-kasus tindak pidana perjudian. 
d) Aspek Fasilitas 
Dalam mengungkap kasus-kasus perjudian Online dibutuhkan fasilitas yang mampu 
menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik 
komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta 
merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, 
suara, dan  lain  sebagainya). Terkait dengan  hal tersebut unit cybercrime polrestabes 
makassar belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensic komputer, yang 
mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan perjudian Online di wilayah 
hukum polrestabes kota Makassar. 
 
3. Kesimpulan dan Saran 
3.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari 
hasil penelitian dan pembahasan yakni: 
a) Modus Operandi dari perjudian Online di kota makassar sekarang ini ada dua, yaitu perjudian 
Online dengan sistem tunai dan perjudian Online dengan sistem deposit 
b) Hambatan dalam penegakan hukum perjudian Online di kota makassar terdiri dari empat 
aspek yaitu: Aspek Penyidik, Aspek Alat Bukti, Aspek Anggaran Operasional, dan Aspek 
Fasilitas 

